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GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang:

Mengingat:

PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat {3},
Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94
dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pada
Perangkat Daerah;

a.

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada Perangkat Dacrah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor it Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik ndonesia Namor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pombentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5254) setbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014

~~ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana
telah diubah beberapa kak terakhir dengan Undang-
Undeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetanan
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14.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noamor

9 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6556};
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tenlang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nemor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012
Nomer 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3340);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.

Peraturan Menteri DalamNegeri Nomer 80 Tahun 2015
tentang Fembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2619 Nomor
157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemecrintah Dacrah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019
tentang Klarifikasi, Keodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelalaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer
1781);
Peraturan Gubernur Nomor & Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Provinst Riau Nomor 8 Tahun 2022);



MEMUTUSKAN:

Menctapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimakeud dengan:

a

10.

Daerah adalah Provinsi Riau.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

Gubernur adalah Gubernur Riau.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Badan Lavanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan cleh Unit
Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai ficksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.
Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa
mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Praktek Bisnis Yang Schat adalah penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen
yang baik dalam rangka pemberian layanan yang
bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah wnsur perangkeat deerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
harang.
Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus yang selanjutnya
disingkal UPTBK merupakan unit organisasi bersifat
fungsional yang memiliki ctonomi dalam pengelolaan
keugngan dun harang milik daerah serta bidang
kepegawalan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang
selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
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19,

20.

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku
kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjuinya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyal
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang berasal
dari ASN dan/atau Tenaga Profesional Non ASN.

Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut
Pejabat Keulangan adalah salah satu pejabat pengelola
BLUD yang memilki fungsi sebagai penanggungjawab
keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan
penyusunan RBA, menylapkan dokumen bisnis anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD, melakukan
pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan
pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang-piutang,
menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan
investasi, menyelenggarakan systcin informasl
manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi
dan penyusunan laporan keuangan.
Rencana Strategis yang selanjuinya disebut Renstra
adalah dekumen perencanaan BLUD untuk periode 5

(lima) tahunan.
Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat
RBA adalah dokumen rencana anggaran Lahunan BLUD,
yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan
rencana kerja dan anggaran SKPD.
Doekumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
Dekumen Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya
disingkat DBA adalah dekumen yang sudah
ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah
menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi Tim
Angearan Pemerintah Daerah dan menjadi dasar
pelaksanaan angearan yang bersumber dari dana BLUD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh perintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan dacrah.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkatr RKA SKPD adalah dekumen perencanaan dan
pengangearan yang berisi rencana pendapatan, rencana

belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APHD.
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Angearan kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
gina mendanai pelaksanaan anggaran dalam setiap

periode.
Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun antearen berkenaar..

Belanja BLUD adalah semua kewajiban BLUD yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan Pembiayaan BLUD adalah setiap penerimaan
yang periu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya yang bersumber dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan
pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dan
penerima kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak
ketiga, dan pelepasan investasi jangka pendek.

Pengeluaran Pembiayaan adalah setiap pengeluaran yang
akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Pengcluaran Pembiayaan BLUD adalah setiap
pengeluaran yang akan diterirma kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tabun-tahun
angegaran berikutnya untuk pembayaran pokok
pinjaman, pembcrian pinjaman kepada pihak kctiga, dan
pengeluaran investasi jangka pendek.
Sisa Lebih atau Kurang Pcrhitungan Anggaran yang
selanjutnya disingkat SiLPA/Silpa adalah selisth iebih
atau kurang realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
pererimaan dan pengeluaran pembiayaan selama | (satu)
perlude angearan.
Utang BLUD yang selanjutnya disebut Utang adalah
jumlah uang yang wajib dibayar BLUD dan/atau
kewajiban BLUD yang dapat dinilat dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian
atau berdusarkun sebab lainnya yang sah.

Piutang BLUD yang selanjutnya disebut Plutang adalah
faumleh uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau
hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebafai akibat
perjanjian atau akibat lainnya herdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Divestasi adalah penjualan surat berharga yang dimiliki
BLUD baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
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Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman
adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD
menerima sejumlah uang atau menerima tmanfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD dibebani

kewajiban untuk membayar kembalt.
Basis Akrual adalah tasis akuntanst yang mengakul
pengaruh transakei dari peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau sctara kas diterima atau dibayar.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank

yang ditetapkan.
Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan wang
BLUD pada bank yang ditunjuk oieh Kepala Daerah.

Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
Tenatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang
pendapatan BLUD.
Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pegawai yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggung-jawahkan uang
untuk keperluan belanja BLUD.
Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PTK adalah Pcjabat Teknis dan/atau pejabat yang
ditunjuk untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.
Uang Persediaan yang selanjutnya disingket UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayal
kegiatan opcrasional pada SKPD/unit satuan kerja
perangkat daecrah dan/atau untuk membiayal
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.
Pemhayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah pembayaran langsung kepada bendahara
pengeluaran/ pencrima hak lainnya atas dasar pernanjian
kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbilan sural perintah membayar langsung.
Ganti Uang Persediaan selanjutnya disebut GU adalah
uang yang diberikan kepada SKPD/BLUD untuk
menggantikan UP yang telah digunakan dan telah
dipertangunegjawabkan.
Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah
adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan
penerimaan daerah dan/atau BLUD yang
diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada
SKPD/BLUD.
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Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut TBP
adalah tanda bukti sejumlah uang yang tertera dari
pemberi pendapatan BLUD.

Surat Permintaan Peneairan Dana selanjutnya disebut
Surat PPD adalah surat yang dibuat untuk mengayukan
permintaan pembayaran dana BLUD.

Surat Otorisasi Pencairan Dana selanjutnya disebut
Surat OPD adalah surat yang dibuat untuk penerbitan
surat pencairan dana BLUD.

Surat Pencairan Dana selanjutnya disebut Surat PD
adalah surat yang dibuat sehagai dasar pencairan dana
BLUD dan/atau untuk memerintahkan bank mencairkan
dara.
Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut SPJ
adalah sebuah laporan kegiatan dan/atau bukti surat
yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi
pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau
hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.

Laporan Realisesi Anggaran yang selanjutnya disebut
LRA adalah iaporan yang menggambarkan perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu)
periode pelaporan sesuai struktur APBD.

Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah
laporan menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin
dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan arus kas adalah iaporan yang menyajikan
informasi arus masuk dan keluar kas selama periode
tertentu. yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas
operasi, aktifitas investasi, dan aktifitas pembiayaan.
Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disebut
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai
suatu pos vang disazikan dalamLaporan Realisasi
Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan
Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadail.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a.

b,

c.

struktur anggaran;
rencana bisnis dan anggaran;
ambang batas;
sisa lebih perhitungan anggaran;
defisit anggaran;

d.
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utang/pinjaman dan piutang;

pelaksanaan anggaran dan penatausahaan keuangan,

pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II
STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 3

Struktur anggaran BLUD terdiri dari:

a.

bh.

pendapatan BLUD;
belanja BLUD; dan

pembiayaan BLUD.

Pasal 4

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, bersumber dart:

a.

b

C.

dd.

¢€

(3)

(2)

(3)

(4)

jasa layanan;
hibah;
hasil kerja sama dengan pihak lain;

APBD; dan
lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa jayanan
sebaguimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan
kepada masyarakat.
Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat
berupa hibah terikat (hibah yang ditentukan
peruntukannya/terikat) dan hibah tidak terikat yang
diperoleh dari masyarakat atau badan iain.
Hasilt kerja sama dengan pihak lain sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 4 hurufc dapat berupa hasil yang
diperoleh dari kerja sama BLUD.
Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa
pendapatan yang berasal dari GPA SKPD yang
menggunakan dana diluar jasa layanan, hibah, hasil
kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan
BLUD yang sah.
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
a, JAS& gire;

i

(3)



(1)

(2)

(1)

(2)

(33)

(1)

(2)

(3)

b. pendapatan bunga;
ce, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

Ang asing;
d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa oleh BLUD;

e. investasi;
i pengembangan usaha; dan

g.pendapatan lain-lain sesuai ketetapan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5) huruf f dilakukan melalui pembentukan
unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat.
Unit wsaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan
pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber
pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 7

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, dikelola
langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesual
PBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah
dan sesuai dengan peruntukannya yang sclaras dengan
tujuan BLUD sebagaimana tereantum dalam naskah
perjanjian hibah.

Pasal 6

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf 6b, terdiri dari:
qa. belanja operasi; dan
b. belanja modal.

Belanja aperasi sebaguirnana dimaksud pada ayat [1]
huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk
menjalankan bigas dan fungsi.
Helanja oaperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk
menjalankan tugas dan fungsi, meliputi:
a. belanja pegawal;



(4)

(5)

(1)

(1)

(2)

(1)
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b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga; dan
d. belanja lain-lain.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan BLUD.

Belanja modal sebagsimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:
a. belania tanah;
bh, belanja peralatan dan mesin;
c. belanja gedung dan bangunan;
d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
c, belanja aset tetap lainnya, dan
f. belanja aset lainnya.

Pasal 9

Pernbiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢, terdin dari:
a. penerimasn pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.
Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

(2

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
a.sisa lebih perhitungan uanggaran tahun anggaran

sebchimnya;
b. divestasi; dan
Cc. penerimaan utang/pinjaman.
Pengeluaran pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat {1} huruf b, meliputi:
a. investasi; dan
b. pembayaran pokok utang/pinjamari.

Pasal 11

Sisa Icbih perhitungan anggaran sebagaiamana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1} huruf a, harus
dianggarkan di RBA herdasarkan proyeksi dan/atau
ecatatan historis tahun tahun scbelumnya agar bisa
digunakan pada awal tahun anggaraan berkenaan.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(3)

(6)

-li-

Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf b, merupakan rencana penarikan dana karena
BLUD menarik Investasi jangka pendek seperti deposito.

Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 avat (1) huruf c, merupakan rencana

penerimaan dana dari kewajiban berupa utang/pinjaman
sesuai kelentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf a merupakan rencana pengeluaran dana BLUD
untuk melakukan atau menepatkan Investasi jangka
pendek seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) bulan
sampai dengan 12 (dua belas} bulan.

Pembayaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) huruf b merupakan rencana pengeluaran
dana untuk membayar melunasi atau melakukan
cicilan kewajiban berupa utang/pinjaman yang
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 13

UPTBK/UPT sebagai BLUD menyusun RBA mengacu
pada Renstra.

Pemimpin BLUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.

Pejabal keuangan membantue mengkcordinasikan
penyusunan RBA.

Tahapan dan jadwal penyusunan dan penetapan RBA
mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan
tahapan APBD

(4

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tahapan:
a. penyusunan;
b. pengajuan;
c. penetapan;
d. perubahan RBA RBLUD;

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
RBA sehagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan
c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
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Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat {6) huruf a merupakan analisis kegiatan yang
berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan
sumber daya secara efisien.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf b merupakan harga satuan sefiap unit
barang/jasa vang berlaku di Daerah.

Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf 6, BLUD
berpedoman kepada harga satuan Seflap unit
barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.

Kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut
belanja operasi dan belanja modal.

Kemampuan pendapatan sebagaimana dimakesud pada
ayat (6) huruf c merupakan pendapatan yang
diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan
kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan
pihak lain dan/fatau hasil usaha lainnya, APBD, dan
sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 14

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),
meliputi:
a. Tingkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan
prtabiayaan,

c. perkiraan harga;
d. besuran persentase ambang batas; dan
¢. perkiraan maju atau forward estimate.
RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola
angearan fleksibel dengan suati persentase ambang
batas tertentu.
RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertal
dengan standar pelayanan minimal.

(3)

Pasal 15

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hurufa
merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan
pembiayaan.
Fincian anggaran pendapatan, belanja dan pemblayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b,
merupakan rencana anggaran untuk sehuiruh kegiatan
tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang
tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan
pembtayaan.
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Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasai 14

ayat (1) hurufc, merupakan cstimasi harga jual produk
barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan diaya
per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti
tercermin dari Tarif Layanan.
Besaran persentasé ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan
besaran persentase perubahan anggaran hersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.
Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayai (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan
dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan muna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

Pejabat Pengelcla BLUD menyampaikan RBA kepada
Dewan Pcngawas untuk memperoleh pendapat dan
garan.

RBA UPTBK/UPT yang telah disusun dan ditetapkan oleh
Pemimpin BLUD, disampaikan kepada Kepala Perangkat
Dacrah terkait.
RBA UPTBK/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diintegrasikan/dikonsolidasikan dan mernipakan
kesatuan REA UPTBR/UPT.
REA bescrta RBA schagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan
rancangar Peraturan Dacrah tentang APBD.

Pasal 17

PPKD menyarnpaikan RKA beserta RBA sebagammana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan,
Dalam hai hast] penelaahan REA beserta RBA terdapat
kelidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, maka
penyempurnaan RBA dilakukan oich Pemimpin BLUD
dan perbaikan REA dilakukan oleh Kepala Perangkat
Daerah.
Selain diverifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah, REA
beserta RAB juga di revieu oleh Aparat Pengawas Intern
Pemerintah Daerah sesuat dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
RKA beserta RBA yang telah disempurnakan oleh
Pemimpin BLUD atau Kepala Perangkat Daerah terkait
disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah
melalui PPKD.
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Pasal 18

Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan
kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan
penelaahan kepada PPED untuk dicantumkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang
sclanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
tentang APBD,
RBA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
disesuaikan selanjutnya disahkan oleh Pemimpin BLUD
menjadi DBA.
DBA sehagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
pelaksanaan anggaran dana BLUD.
BLUD mengajukan DPA kepada PPKD dengan
inclampirkan DBA.
PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan
ANSParari.

Pasal 19

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan
penctapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses
penyusunan dan penetapan APBD.

(2)

(3)

BAB IV
PERUBAHAN RBA

Pasai 20

Perubahun RBA dan Perubahan DBA danat dilakukan
karena empat hal yaitu:

(1

a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
b. penggunaan ambang batas;
c. penggunaan SiLPA BLUD tahun scbclumnya; dan/atau
d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
Perubahan RBA dan Pernubahan DBA sebagaimana
dumaksud pada ayal (1} huruf b, huruf c, dan huruf d
dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar
sub kegiatan, dan antar Kelompok, antar jenis, antar
objek, anlar rincian objek dan/atau sub rinctan objek,
yang dapat melampaul pagu jenis belanja yang terdapat
pada ringkasan RBA, DBA dan DPA.
Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} untuk UPTBK/UPT dilakukan
atas persetujuan Pemimpin BLUD serta selantutnya
disampaikan ke PPEKD dan Kepala Perangkat Daerah
terkait, kenmuidian akan dikonversi dan dikonsclidasikan
pada perubahan REKA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk
selanjutnya menjadi perubahan APBD.
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Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk UPTBK/UPT dilakukan
atas persetujuan Pemimpin BLUD serta selanjutnya
disampaikan ke PPKD, kermudian akan dikonversi dan
dikonsolidasikan pada perubahan REA-SKPD dan DPPA-
SKPD untuk selanjuinya menjadi perubahan APBD.

Perubahan FBA dan Perubahan DBA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan
DBA Belanja per Kegiatan yang ditandatangani Pemimpin
BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.

(S}

Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana
dimaksud pada ayat [1] yang telah direalisasikan sebelum
penyusunan perubahan APBD, ditampung pada
perubahan RBA dan perubsahan DBA kemudian akan
dikonversi dan dikonsclidasikan pada perubahan
SKPD dan DPPA-SKPD saat mekanisme perubahan
APBD.

Pasal 71

BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran fincian
belanja sehagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a vang menggunakan sumber dana dari
pendapatan BLUD selain dari alokasi APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal + huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf ¢ tanpa harus melalui mekanisme perubahan
APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu
anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk
selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Pergeseran anggaran rincian belanja tersebut selanjutnya
dukuti dengan penetapan RBA dan DBA.

Pasal 22

Perubahan RBA dalam 1 (satu) jenis belanja dalam 1

(satu) tahun angearan dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan mendesak, menyesuaikan kemampuan
manajemen BLUD serta akuntabilitas pelaksanaannya.
Perubahan RBA antar jenis belanja dalam 1 (satu) tahun
anpearan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
mendesak, kemampuan manajemen BLUD, akuntabilitas
pelaksanaannya, dengan mempcrtimbangkan:
a. perigfunaan SILPA;
b. penyesuaian SILPA;
c. penggunaan ambang batas;
d, pelampauan ambang batas:
é. prognosis pendapatan.
Kebuluhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (2} meliputi:
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a, kebutuhan BLUD dalam rangka pelayanan masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. belanja BLUD yang bersifat mengikat dan bersifat
wajib;

:

c. pengeluaran BLUD yang berada di luar kendal: BLUD
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya dan/atau
amanat peraturan perundang-undangan)

d. pengeluaran BLUD lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(4) Belanja BLUD yang bersifat mengikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus _menerus dan harus
dialokasikan oleh BLUD dengan jumlah yang cukup
untuk setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan
seperti:
a. belanja pegawai antara lain pembayaran kekurangan

gaji, tunjangan, dan pembayaran yang diakibatkan
adanva penikatan pada BLUD.

b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayarar
telepon, air, listrik dan internet.

(5) Belanja BLUD yang bersifat wajib merupakan belanja
untuk melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga,
pembavaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah
jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 23

Perubahan Anggaran Belanja BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat {1} dapat dilakukan dengan
mempertim bangkan:nt

a. pricritas pelayanan, dalam menentukan skala prioritas
pelayanan yang harus didahulukan terlebin dahulu
sthingga layanan yang diberikan dapat berjalan secara
optimal,

b. kecepatan pelayanan, dengan memberikan pengaruh
terhadap elekulitas pelayanan BLUD, sehingga kecepatan
pclayanan menjadi salah satu pertimbangan penting;

ce. kesinambungan layanan, melihat kondisi keuangan dan
Stabiliras lJayanan yang dapat dilaksanakan dalam
layanan BLUD;

d. kondisi darurat, dengan melihat kondisi kesehatan yang
masih scring mengkhawatirkan sehingga perlu ada
kebijakan khusus secara tepat dan cepat yang dapat
diputuskan dalam menghadapi pertimbangan kondisi
darurat ini;

e. tidak melebihi pagu belanja, dengan beberapa syarat
penting yang mesti dilakukan terlebih dahulu jika
melebihi pagu belanja yaitu dengan melakukan usulan
perubahan RBA,
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Pasal 24

(1) Realisasi pendapatan BLUD yang tidak berasal dan
anggaran pendapatan BLUD yang telah ditetapkan dalam
RBA/DBA dan diterima sebelum mekanisme Perubahan
APBD, ditampung dalam Perubahan RBA dan DBA serta
Perubahan RKA dan DPPA Pendapatan.

(2) Realisasi pendanatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang diterima setelah mekanisme Perubahan APBD
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BLUD.

(3) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dan ayat (2) dijelaskan di Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLi).

(4) Pendapatan yang tidak dianggarkan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2) ditetapkan oleh

Pemimpin BLUD.

Pasal 25

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan
penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal
proses penyustunan dan penetapan Perubahan APBD.

Pasal 26

Perubahan RBA dan DBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat {1] dapat dilakukan paling cepat satu bulan sekali
sesuai dengan kesiapan manajemen BLUD.

BAB V
AMBANG BATAB

Pasal 27

(1) RBA dan DBA menganut pola anggaran ficksibel dengan
Suatu persentase ambang batas tertentu.

(2) BLUD menggunakan ambang batas setelah target
pendapatan tahun berjalan terlampaui.

Fasal 28

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1), merupakan besaran persentase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional
yang diperkenankan dan ditentukan dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Pasal 29

(1) Besaran porsentasc ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 dihitung tanpa
memperhitungkan saldo awal kas.
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Besaran persentase ambang batas scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) memrperhitungkan fluktuasi
kegiatan operasional, meliputi :

a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan
BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi

pendapatan 2 (dua} tahun anggaran sebelumnya, dan

b. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan
BLUD selain APBD dengan prognosis realisasi
pendapatan tahun anggaran berjalan.

Besuran perscentase ambang batas scbagaimana
dimaksud pada ayat {1), sesuai dengan tren dicantumkan
dalam DBA dari pagu anggaran belanja BLUD yang
bersumber dari pendapatan BLUD, hibah tidak terikat
dan hibah terikat.
Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi
besaran persentase ambang batas.

Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi,
dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
digunakan apabila pendapatan BLUD, hibah tidak terikat
dan hibah terikat diprediksi melebithi target pendapatan
yang telah ditetapkan dalam DBA dan DPA tahun yang
dianggarkan.

(6)

BLUD dalam rangka penggunaan ambang batas
membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas
yang dikirim ke PPKD dan Kepala Perangkat Daerah
terkait.

Pasal 30

Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan belanja yang disesuaikan dengan capaian
target pendapatan dan ambang batas pada RBA dan DBA
yang telah ditetapkan secara defininif.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat
dilaksanakan tcrhadap belanja BLUD yang bersumber
dari pendapatan BLUD, hibah tidak terikat dan hibah
terikat.
Fleksibilitas terhadap hibah terikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas persetujuan
pemberi hibah.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan besaran persentase realisesi belanja yang
diperkenankan melampaui angguran dalam RBA dan
DBA.
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Pasal 31

Realisasi belanja BLUD yang menggunakan ambang
batas dilakukan perubahan RBA dan DBA tanpa
melakukan perubahan DPA terlebih dahulu.

Perubahan RBA dan DBA secbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan,
antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar
obyek, antar rincian obyek dan/atau sub rincien obyek;
dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada
Tingkasan RBA dan DBA dengan persentase yang
ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA dan DBA
awal.
Perubahan RBA dan DBA sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaporkan kepada Perangkat Daerah terkait dan
PPED.
Dalam hal belanja BLUD melampaui nilai ambang batas,
BLUD dapat melakukan perubahan RBA dan DBA untuk
meélaksanakan belanja dari kelebihan pendapatannya
selelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat
Daerah terkait dan PPKD.
Mekanisme pengajuan pelampauan ambang batas
dengan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dengan cara:

(3)

a.Pemimpin BLUD mengirimkan surat permohonan
persetujuan pelampauan ambang batas kepada
Gubernu;

b. Gubernur menerbitkan surat persetujuian pelampauan
ainbang batas;

c.atas surat persetujuan pelampauan ambang batas,
Pemimpin BLUD dapat menganggarkan dan
melaksanakan realisasi belanja BLUD malampaui
amhbhang batas.

Belanja BLUD melampaui nilai ambang batas
dilaksanakan dengan mempertimbangkan lkuiditas
BLUB.

Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pengawas BLUD.,
Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengawas,
Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 32

Perubahan RBA dan DBA yang terjadi karena
penggunaan ambang batas sebelum peruhahan APBD
akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APHD.
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(2) Penggunaan ambang hatas yang dilakukan setelah
perubahan APBD tetap dilakukan perubahan RBA dan
DBA,

(3) Perubahan RBA dan DBA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2} diikuti dengan perubahan anggaran kas.

(4) Perubahan RBA dan DBA yang diikuti dengan perubahan
anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
(4) disampaikan kepada PPKD dan Kepala Perangkat
Daerah terkait.

(5} Realisasi belanja atas perubahan RBA dan DBA yang
terjadi karena penggunaan ambang batas setelah
perubahan APBD dituangkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran {LRA} dan dijclaskan pada Cataian Atas:
Laporan Keuangan (CALK) BLUD periode berkenaan.

BAB V1
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 33

SiLPA dapat digunakan dalam tehun anggaran berikutnya
sepanjang membert manfaat bagi peningkatan pclayanan dan
kinerja dengan memperlimbangkan likuiditas BLUD.

Pasal 34

(1) Posist likuiditas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33
dan rencana pengeluaran BLUD dilakukan dengan
mempertinbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA
BLUD tahun sehelumnya digunakan dalam tahun
anggaran berjalan adalah untuk:
a. menutupil defisit anggaran;
b.mendanai kewajihan BLUD yang belum tersedia

anggarannya vang disebubkan oleh pelaksanaan
belanja tahun sebelumnya yang belum dibayarkan:;

¢. membayar bunga dan pokck utang/ pinjaman,;
d. belanja operusi; dan
e. belanja modal.

(2) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperhitungkan dan/atau dianggarkan secara
akumulatf pada Perubahan APBD.

(3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
digunakan dari awal tahun anggaran.

Pasal 35

(1) SiLPA BLUD tahun sebelumnya dianggarkan pada RBA
penerimaan pembiayaan tahun anggaran berjalan.

(2) Proyeks!t pengangearan SiLPA tahun sebelumnya yang
dianggarkan pada RBA tahun anggaran berjalan dihitung
berdasarkan tren nilai SiLPA minimal 2 (dua) tahun
terakhir.
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Penganggaran penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
dituangkan pada RBA Anggaran Pembiayaan pada
Pencrimaan Pembiayaan yang dianggarkan pada tahun
anggaran berjalan.
Alokasi nilar SiLPA tahun sehelumnya untuk membiayai
program/kegiatan/sub kegiatan BLUD baik sebagian
maupun keseluruhan dicantumkan sebagai sumber dana
pada dokumen RPBA/DBA tahun anggaran berjalan.

Pasal 36

Pengembangan layanan dan/atau usaha BLUD dapat
mengeunakan alnaimulasi SiLPA.
Akumulasi SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari akumulasi SiLPA beberapa tahun
sebehimnya.
SiLPA tahun sebelumnya yang ditampung dalam RBA
dan DBA tahun herjalan, dikendalikan penggunaannya
dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD.
Mekanisme pengendalian penggunaan SILPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilaksanakan
secara berkesinambungan sampai dengan dana BLUD
tercukup:t untuk membiayal pengembangan layanan
dan /fatau pengembangan usaha BLUD.

Pasal a7

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun
anggaTan berjalan, baik yang belum dianggarkan
maupun yang telah diangearkan pada tahun berjalan,
jika dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan
mendahului perubahan APBD tahun berjalan.

(1

Penggunaan SiLPA tahun scbelumnya mendahuhiu
perubahan APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan RBA dan DBA
tanpa melakukan perubahan RKA dan DPA.
Perubahan RBA dan DBA karena penggumaan SiLPA
iahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar
sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar
obyek, antar rincian obyek dan/atau sub rnncian obyek.
Perubahsan RBA dan DBA kerena penggunaan SilPA
tahun scbclumnya scbagaimana dimaksucd pada ayat (2)
diikuti dengan perubahan anggaran kas.
Perubahan RBA dan DBA karena penggunaan SiLPA
tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD dan
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat
Daerah terkait dan PPKD.



(1)

(2)

(4)

(4)

(1)

(2)

(3)

_23-

Pasal 38

Jika BLUD dalam kondisi mendesak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), SiLPA tahun

sebelumnya dapat digunakan sebagian, sesuai dengan
kebutuhan mendesak,

Pengeunaan SILPA sebagian sesuai kebutuhan mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung di dalam
RBA dan DBA melalui perubahan anggaran BLUD.

Jumlah perubahan anggaran BLUD sebelum perubahan
APBD yang dapat dilakukan adalah sesual dengan
kebutuhan mendesak denpan mempertimbangkan
kemampian manajcimen dan akuntabilitas
pelaksanaannya.

(3

Akumulasi dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
sclama perubahan anggaran BLUD sebelum perubahan
APBD, akan ditampung di dalam RKAP dan DPPA,
berikut sisa SiLPA tahun secbelumnya yang akan
digunakan.
SiLPA tahun secbelumnmya dapat digunakan secara

keseluruhan jika laporan keuangan BLUD telah diaudit
dengan melakukan koreksi atas proyeksi SiILPA tahun
sebelumnya terhadap saldo kas BLUD per 31 Desember
yang telah diaudit.

(3 a

Pasai 39

Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang
dilakukan sebelum perubshan APBD, akan ditampung
dalam Peraturan Daerah tenlang Perubahan APBD.

Ferubahan FBA karcna penggunaan SiLPA tahun
scbelumnya yang ditampung dalam perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mengikuti
ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 40

Gubernur dapat memerintahkan penyetoran SiLPA BLUD
ke rekening Kas Umum Dacrah, apahbila pemanfaatan
SILPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau
keadwan yang menyehabkan SiLPA BLUD tahun
sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran bernalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi.

Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk pembinaan dan/atau
pengelolaan keuangan BLUD.
Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat [2] dilakukan setelah mendapatkan
pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD dan
rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun
berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.



(t)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

{)

(1)

Pasal 41

PPED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat {3}

mengajukan Keputusan Gubernur tentang
pemindahbukuan kas dari Rekening Kas Umum BLUD ke

Rekening Kas Umum Daerah.

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling kurang memuat:
a, besaran SiLPA BLUD yang disetor;
b, batas waktu penyetoran SiLPA BLUD,
c. rekening asal dan rekening tujuan,
d. tujuan pemanfaatan SiLPA; dan
e. mekanisme pemindahbukuan SiLPA BLUD.

BAB VII
DEFISIT ANGGARAN

Pasal 42

Defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan
dengan belania BLUD.,

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit,
ditetapkan anggaran untuk menutupi defisit tersebut
antara lain bersumber dari:
a. SILPA tahun anggaran sebelummnya;
b. penerimaan pinjaman; dan
c. penambahun alokasi dana APBD.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa
dan b sudah tertampung di RBA Pembiayaan BLUD,
sehingga omasuk dalam mekanisme penyusunan,
pengajuan dan penetapan RBA menjadi DBA dan dapat
diajukan usulan pada tahun anggaran berikutnya kepada
PPKD.

Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf co dilaksanahan dengan cara mengusulkan
penambahan alokasi belanja dari dana APBD melalui
mekanisme penganggaran APBD tahun anggaran
berikutnya.
Defisit yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, usulan
penambahun alokasi anggaran belanja dari dana APBD
dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

BAB VIII
INVESTASI

Pasal 43

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan
kepada masyarakat serta tidak menggangeu likuiditas
keuangan BLUD.



(2)

(1)

(2}

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
investasi jangka pendek.
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat
segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama
12 (dua belas) bulan atau kurang.

Pasal 44

investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan
mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengati
memperhatikan rencana pengeluaran.
investasi jangka pendek meliputi :

a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3

(tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau
yang dapat diperpanjang secara otormalis; dan

b. surat berharga negara jangka pendek.
Karakteristik investasi jangka pendek melipul :

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. ditujukan untuk muanajemen kas; dan

c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

BAB IX
UTANG/PINJAMAN DAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengelolaan Utang

Pasal 45

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan
dengan penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi
yang herhubungan langsung atau tidak langsung dengan
kegiatan operasional BLUD dan/atau perikatan pinjaman
dengan pihak lain.

Utang/pinjaman dikciola dan diselesaikan secara tertib,
efisien, ekonomis, transparan, dan berlanggung jawab
serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan
praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Utang/pinjaman yang berhubungan langsung dengan
kegiatan operasioal BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), adalah utang yang timbul karena penerimaan
barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD atau
Utang Belanja.

k

Utang Belanja adalah penerimaan barang/jasa olch
BLUD Rumah Sakit namun belum dibayar. Utang helanja
terdiri atas kelompok uiang belanja operasi dan utang
belanja modal.



(9]

(6)

(1)

(1}

(2)

Utang/pinjaman yang berhubungan. tidak langsung
dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah utang yang timbul di luar kegiatan utama
BLUD.

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka
panjang.
Perikatan utang jangke pendek atau utang jangka
panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan
olch pejabat yang berwenang dengan persetujuan
Pemimpin BLUD.

(7

Bagian Kedua
Utang Jangka Pendek

Pasal 46

Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh
temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan belanja operasional dan atau
keperluan menutup defisit kas.

(2)

Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat dilakukan dengan syarat:

(3

a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat
ditunda berdasarkan keputusan Pemimpin BLUD;

b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA dan tidal
dibiavai dari APBD;

ce. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi
untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak
dan tidak dapat ditunda;

d. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi
utang; dan

6, persetujuan atas utang jangka pendek diberikan oleh
PPEKD.

Bagian Ketiga
Utang Jangka Panjang

Pasal 47

Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh
temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk
pengeluaran belanja modal.



(1)

(3)

(3)

(8)

(1)

-

Bagian Keempat
Prosedur Pengajuan Utang

Pasal 48

Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang
berdasarkan usulan Pejabat Keuangan BLUD yang
meripakan usulat kebutuhan dani
direktorat/bagian/ bidang.
Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan
kebutuhan mendesak kegiatan BLUD.

(2)

Penyusunan rencana kebutuhan utang schagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a, kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
bh. kemampuan membayar utang,
c. batas maksimum akumulatif utang;
d. Kcmmampuan penyerapan utang; dan
¢. biaya utang.
Reneana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
a, studi kelayakan kegiatan;
b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan,
c. Trencana pembiayaan secara keseluruhan, dan
d.rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran

bunga.

(4)

Pemimpin BLUD mecngajukan rencana kebutuhan utang
kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan
rckomendasi.
Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengawas,
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(6)

Dalam hal Pernimpin BLUD telah menerima rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD
menganggarkan penerimaan pinjaman pada RBA
penerimaan pembiayaan.

(7

Pengajuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan utang pada Lembaga keuangan bank atau
Lembaga keuangan bukan bank.

Bagian Kelima
Perjanjian Utang/Pinjaman

Pasal 49

Komitmen BLUD dengan calon pemberi utang dituangkan
dalam perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani
oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang/ pinjaman.
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(2} Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada

(2)

(2)

4}

(3)

ayat (1), sckurang-kurangnya memuat

a. pihak yang mengadakan perjanjian,;
b. jumlah utang;
c. peruntukan urang;
d. jangka waktu utang;
e. hak dan kewajiban para pihak;
fF, persyaratan ulang;

g. penyelesaian sengkela; dan

h. keadaan kahar (force majetir}.

Bagian Keenam
Kewajiban Membayar Utang

Pasal 50

BLUD wajib membayar pokok utang dan bunga yang
telah jatuh tempo sesuai perjanjian utang.

Kewajiban pembayaran utang BLUD yang jatuh tempo
wajib dianggarkan dalam RBA pengeluaran pembiayaan
BLUD dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.

Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek harus
dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.(3

Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayarar
bunga dan pokok sepanjang tidak rmelebihi nilai ambang
batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Piulang

Pasal 51

Pemimpin BLUD harus mempertimbangkan keuangan
BLUD dan kemampuan penanggung piutang dalam
memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak
ketiga.
Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(l

dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada
BLUD.

(2

BLUD tidak diperkenankan memberikan prutang kepada
penanggung utang yang tidak mampu melunasi kecuali
karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan
perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam pelaksanaan piutang, BLUD dapat membuat perikatan
dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis
yang sehat.



(3}

(4)
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Pasal 53

BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat jatuh
tempo.

(1

Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan
administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan
atas prutang BLUD.

(2)

Dalam hal piutang sulit tertagih, penagthan piutang
diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti
Yang sah.

Penghapusan piutang BLUD mengikuti mekanisme
Ppenghapusan piutang yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

BAB *
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pclaksanaan dan Pengelolaan Anggaran

Pasal 54

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentangAPBD untuk diajukan kepada PPKD.

(1)

(2)

(1)

(2}

(1)

(2)

Pasal 55

DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan.
PPKD mengesahkan DPA scbagai dasar pelaksanaan
anggaran BLUD.

Pasal 56

DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi dasar
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
belanja operasi dan belanja modal yang mekanismenyadilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 57

DPA dan DBA yang telah disahkan menjadi lampiran
perjanjian kinerja yang ditandatangani olch kepaladaerah dan pemimpin BLUD.
Perjanfian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:



(1)

(2)

(3)

(4)

{S)

(1)

~?79.

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b, kinerja keuangan; dan
c, manfsat bagi masyarakat.

Pasal 58

Pelaksanaan anggaran yang mengeunekan dana BLUD
dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yangtelah ditctapkan, dengan memperhatikan anggaran kas
ke dalam DBA, dan memperhitungkan:
a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pencrimaan; dan
¢. proyeksi pengeluaran.
Pihak yang terlibat dalam penatausahaan keuanganBLUD adalah:
a. Pemimpin BLUD;
b, Pejabat Keuangan BLUD;
c. Bendahara Penerimaan BLUD:
d. Bendahara Pengeluaran BLUD:
e. Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK): dan
f. Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat

Penandatangan Kontrak (PPK).
Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya
dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan KeuanganBLUD.

Pejabat Penaiausahaan Keuangan BLUD dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pejabat
Penatausahaan Keuangan Pembantu BLUD.
Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana yangdimaksud pada ayat (2) huruf c dalam melaksanakan
tugasnya dapat dibantu olch Bendahara Penerimaan
Pembantu BLUD.
Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana yangdimaksud pada avat (2) huruf d dalam melaksanakan
tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu BLUD.

(6

Pasal 59

Dalam hal Pemimpin BLUD berhalangan sementara atau
tetap scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
dapat dilunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk
membertkan otorisasi pencairan dana BLUD,
Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari pejabat Perangkat Daerah terkait yangsecara opcrasional membidangi tugas dan fungsi BLUDdan ditelapkan dengan keputusan Gubernur.

(2
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Pasal 60

Dalam pengelolaan kas Pemimpin BLUD menyelenggarakan:

(1)

(2)

(4)

(2)

(3)

(4}

perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
pemunguten pendapatan atau tagihan;
penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
pembayaran;

a,

d.

perelehan sumber dana untuk menutup defisit jangka
pendek; dan

pemaniaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan
tambahan melalui kerjasama dengan bank umum yang
sehat.

Pasal 6]

Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas tertuang
dalam dokumen anggaran kas.

Pemimpin BLUD menyusun anggaran kas BLUD untuk
mengatur ketersediaan dana dalam ©mendanai
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang
tercantum dalam DBA.
Untuk meélaksanakan transaksi penerimaan dan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Gubernur menetapkan bendahara penerimaan BLUD dan
bendahara pengeluaran BLUD bherdasarkan usulan
Pemimpin BLUD.

[3

Pasal 62

Untuk pengelolaan kas, Pemimpin BLUD membuka
Rekening Kas BLUD pada bank umum yang sehat milik
pemérintah dan/atau pemerintah Daerah dengan
melaporkan kepada Gubernur melahai PPKD.,

Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari Rekening Kas BLUD, rekening kas Bendahara
Penetimaan BLUD dan rekening kas Bendahara
Pengeluaran BLUD,
Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) digunakan untuk menampung transaksi pencrimaandan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari
pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan hurufe,
Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipcgang oleh Pejabat Keuangan dan dalam
pengelolaannya atas persetujuan Pemimpin BLUD
dimana Laporan Pejahat Keuangan disusun dalam
bentuk Buku Kas Umum Pejabat Keuangan.



(3)

(1)

(2)

(3}

(9)

(1)

(2)
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Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat
setiap hari dan diserahkan setiap bulan kepada
Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan.

Pemimpin BLUD dapat membuka Rekening kas
Bendahara Penerimaan BLUD dan/atau rekening kas
Bendahara Pengeluaran BLUD selain pada bank umum

milik pemerintah dan/atau pemerintah Daerah yang
sehat sepanjang mendukung clektronifikasi transaksi
pemeriniah daerah dengan melaporkan kepada Gubernur
melalui PPKD.

(6

Pasal 63

Setiap transaksi pencrimaan secara tunai disetorkan
paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke Rekening
Kas BLUM.

Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), yang dilerima pada hari libur disetorkan pada
hari kerja berikutnya.
Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2), dikecualikan jika:
a.terdapat uang muka dan/atau uang titipan pihak
ketiga yang perlu dikembalikan selama belum disetor
ke kas BLUD;

b. Efisiensi biaya administrasi bank; dan

c. Kejadian force majeur yang tidak dapat dipredikst
sebelummya.

Batas waktu penyetoran penerimaan scbagaimana
dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik
BLUD yang diatur dengan peraturan pemimpin BLUD.

(4

Pencrimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada
pemimpin melalui pejabat keuangan.

Bagian Kedua
Penatausahaan Keuangan

Pasal 64

Bendahara pencrimaan BLUD menerima pembayaran
sebagai pendapatan BLUD, wajib melakukan
pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dan
kebenaran dokumennva berupa TBP dan/atau dokumen
lain yang dipersamakan dari pemberi pendapatan, dan
melakukan pemeriksaan kesesuaian antara nilal tunat
dengan yang lericra pada dokumen penerimaan uang.
Bendahara penerimaan BLUD membuat TBP/bukti lain
yang sah minimal @ (tiga) lembar, asli kepada pemberi
pendapatun, salinan 1 untuk arsip bendahara dan
salinan 2 untuk arsip.



(1)

(3)

(t)

(2}
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Pasal 65

Pembukuan transaksi penerimaan pendapatan BLUD
dilakukan melalui:
a, pembukuan atas pendapatan secara tunai;
b. pembukuan atas pendapatan melalul rekening bank

Bendahara Penerimaan BLUD; dan
c. pembukuan atas pendapatan melalui rekening Kas

BLUD.

Pembukuan transaksi penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan
TBP/Bukti Lain Yang Sah melalui langkah-langkah:

(2}

a, mengisi Buku Kas Umum Penerimaan pada bagian
penerimaan kulom tanggal dan kolom nomor bukti.

b. mengisi informasi di kolom uraian bawah pembayaran
dilakukan secara tunai.

c. mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
d. mengisi kolom kocle rekening.
€. mencatat nilai transaksi pada kolom jumieh.
Pembukuan transaksi penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui
langkah-langkah:
a. bendahara penerimaan BLUD mencrima

pemberitahuan dari bank mengenai adanya
penerimaan di rekening bendahara pencrimaan.

b. bendahara penerimaan BLUD melakukan verifikasi
penerimaan berdasarkan pemberitahuan dari bank
scbagaimana dimaksud pada hurwf {a}.

c, bendahara penerimaan BLUD melakukan rekonsiliasi
informasi pembayaran dengan penerima layanan
barang dan/atau jasa.

d, bendahara penerimaan BLUD mencatat penerimaan di
Buku Kas Umum pada bagian penerimaan kolom
nomor tukti dan kolom tanggal serta mengisi uraian
informasi pembayaran yang dilakukan muedlalui

Tekening bendahara penenmaan BLUD.
e. bendahara penerimaan BLUD mengisi kolom kode

rekerling sesual dengan jenis pendapatan yang
diterima.

k

f. bendahara penerimaan BLUD mengisi jumlah
pendapatan yang diterima.

Pasal 66

Penatausahaan belanja BLUD dilakukan terhadap
belanja operasicnal dan belanja modal.
Bendahara pengeluaran BLUD mengajukan Surat PPD
untuk melaksanakan belarnja BLUD.
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(3)

(1)

Surat PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a, Surat PPD Uang Persediaan (UP) yang digunakan
untuk mengisi uang persediaan (UP) BLUD, dan hanya
dilakuikan sekali dalam setahun;

b. Surat PPD Ganti Uang (GU) digunakan untuk
mengganti UP BLUD yang sudah_ terpaka, dan
diajukan ketika UP habis; dan

ce, Surat PPD Langsung ({L8), digunakan untuk
pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan
jumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 67

Pengajuan Surat PPD, perlu dilengkapi beberapa
dokumen, yakn:
a. Surat PPD-UP, dilengkapi dengan:

l. salinan SK Pemimpin BLUD tentang Penetapan UP
untuk BLUD;

2. surat PPD-UP; dan
3. lampiran lain yang diperbukan.

b. Surat PPD-GU, dilengkapi dengan :

1. salinan Anggaran Kas BLUD;
2, surat PPD-GU;
3. laporan pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran BLUD;
4,Surat Pertanggungiawaban penggunaan Uang

Persediaan BLUD dengan bukti-bukti yang lengkap
dan sah; dan

5. lampiran lain yang diperhukan.
c. Surat PPD-LS untuk Gaji Pegawai BLUD, dilengkapi

dengan:
1. Salinan anggaran kas BLUD;
2. surat PPD Gaji;
3.8urat Pertanggungjawaban Belanja Gaji BLUD

dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah; dan
4. Lampiran lain yang diperlukan.

d. Surat PPD-LS terkait Belanja Barang dan/atau Jase
serta belanja Modal, dilengkapi dengan:
1. Salinan anggaran kas BLUD;
2.5urat PPD-LS belanja barang dan/atau jasa serta

belanja modal;
3. Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan belanja
barang dan/atau jasa serta modal dengan bukti-
bukti yang lengkap dan sah; dan

4, Lampiran lain yang diperlukan.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bendahara pengeluaran mengajukan surat PPD kepada
Pemimpin BLUD untuk dapat diterbitkan Surat OPD.

Pasal 68

Pembukuan belanja BLUD dilakukan cleh bendahara
pengeluaran menggunalan:
a. Buku kas umum (BKU} pengehuaran BLUD,
b. Buku gembantu buku kas umum (BKU) pengeluaran
BLUD sesuai kebutuhan:
1. Buku pembantu kas tunal;
3, Buku pembantu simpanan/bank;
3. Buku pembantu panjar;
4. Buku pembantu pajak; dan

5. Buku pembantu rincian objek belanja.
Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam
melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} adalah:
a. Surat OPD UP/GU/LS;
b. Bukti transaksi yang sah dan lengkap; dan

ce. Dokumen pendukung lJainnya sebagatmana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Surat OPD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(2) huruf a terdiri dari:
a. Sural OPD UP;
b. Surat OPD GU; dan
ec. Surat OPD LS.
Penerbitan Surat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(i} dilakukan cleh Pemimpin BLUD.
Surat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diterbitkan jika:
a.Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu

anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas pada
periode permintaan pengeluaran kas, dengan selalu
memperhatikan jumilah ambang batas total belarya
yang telah ditetapkan; dan

b. Didukung dengan Hkelengkapan dokumen sesuai
peraluran perundang-undangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan Surat OPD paling lambat
2 hari sejak Surat PPD diterima, dan apabila ditolak akan
dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Surat PPD
diterima,
Surat OPD yang tclah ditandatangani Pemimpin BLUD
menjadi dasar Pejabat Keuangan dapat melakuken
pencairan dana.
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Apabila dokumen Surat PPD UP/GU/LS belum lengkap,
Pejabat Kevuangan akan menerbitkan surat penclakan
PPD dan dikembalikan kepada bendahara pengeluaran
untuk dilengkapi.
Surat penolakan PPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(6} diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak
sural PPD-UP/GU/LS5 diterima.

Pasal 70

Proses penatausahaan keyangan yang dilakukan Pejabat
Keuvangan BLUD meliputi:
a. Penerimaan pendapatan;
b. Penerimaan pembiayaan;
c, Pengeluaran belanja untuk mekanisme UP/GU dan LS;
d. Pengeluaran pembiayaan;
e. Pengeluaran sctara kas dan Non Anggaran;
Untuk pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} hurufc, Pejabat Keuangan melakukan verifikasi
Surat PPD yang diajukan bendahara pengeluaran BLUD
dan Surat OPD yang ditandatangani Pemimpin BLUD,
kemudian Pejabat Keuangan menerbitkan dan
menandatangani Surat PD.
Untuk pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf d, Pejabat Keuangan mengajukan
surat PPD Pejabat Keuangan (PPD PK) dan draft Surat
OPD beserta Surat PD untuk ditandatangani PemimpinBLUD dan Pejahat Keuangan.
Surat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari:
a. Surat PD UP:
b. Surat PD GU; dan
c. Surat PD LS,
Pemimpin BLUD memberi persetujuan untuk mencairkan
uang dalam bentuk Surat OPD kemudian Pejabat
Keuangan melakukan pembayaran dengan menerbitkan
Surat PD yang diberikan kepada bank yang bekerjasama
dengan BLUE untuk dilakukan pembayaran kepada
pihak ketiga.
Surat PD dapat diterbitkan jika:
a.Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu

angearan yang tersedia dan batas anggaran kas pada
periode permintaan pengeluaran kas, dengan selalu
memperhatikan jumlah ambang batas total belanja
yang telah ditetapkan.

b.Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai
peraturan perundangan.
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Pengeluaran setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, untuk deposito dibawah 3 (tiga) bulan
merupakan dana yang tidak akan digunakan dalam
waktu dekat (idle cash) dan Pejabat Keuangan
menyampaikan rencana penempatan dana pada aset
setara kas kepada Pemimpin BLUD.
Aset setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
mencakup jumlah dana yang akan ditempatkan dan
piihan penempatan dana beserta alasan dan hasil
analisis pemilihan penempatan dana tersebut.

Pengeluaran aset setara kas dilakukan dengan
Pemindahbukuan dari rckening kas BLUD dengan
menggunakan surat perintah pemindahbukuan dari
Pernimpin BLUD kepada Pejabat Keuangan,
Pemimpin BLUD, mengeluarkan surat keputusan tentang
persetujuan aset setara kas yang dipilih, dan Pejabat
Keuangan menerbitkan surat perintah Pejabat Keuangan
yang memecrintahkan pemindahan dana dari kas BLUD
ke dalam aset sctara kas yang dipilih.

Pasal 71

Dalam hal pengendalian pengeluaran BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), Pejabat Keuangan
membuat register surat PPD Pejabat Keuangan (PPD PK)
dan Surat OPD-PE,
Penerbitan Surat OPD-PK merupakan otoritas dan
ditandatangani Pemimpin BLUD.
Surat OPD-PK merupakan pernyataan penggunaan
anggaran di lingkup BLUD, dan menjadi dasar pencairan
dana olch Pejabat Keuangan.
Surat OPD-PK dapat diterbitkan jika:
a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu

anggeran yang tersedia dan batas anggaran kas pada
periode permintaan pengeluaran kas; dan

B.didukwung dengan kelengkapan dokumen sesuai
peraturan perundang-undangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan surat OPD-PK palingjambat diterbitkan 2 hari sejak surat PPD Pejabat
Keuangan (PPD PK] diterima.

Pusal 72

Dalam rangka pengendalian rekening kas BLUD, Pejabat
Keuangan meiakukan pembukuan menggunakan buku kas
umum Pejabat Keuangan BLUD, meliputi pencatatan:
a. penerimaan pendapatan (kecuali APBD) yang diterima

dari Bendahara peneérimiaan BLUD secara
pemindahbukuan/transfer dari rekening bendahara
penerimaan BLUD dan yang diterima tunai dari
bendahara pencrimaan BLUD dan yang diterima
langsung dari pembayar tarif layanan;
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penerimaan pembiayaan BLUD;
pengeluaran helanja BLUD untuk mekanisme UP/GU
maupun LS; dan

pengcluaran pembiayaan BLUD.

BAB XI]
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Keuangan di Tingkat Pengelola BLUD

(1)

(2)

(1)

Pasal 73

Bendahara Penerimaan BLUD wajib
mempertanggungjawabkan pengelolaan pendapatan
BLUD yang menjadi tanggungjawabnya setiap bulan
kepada Pernimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan paling
lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
Laporan pertanggungjawaban bulanan pada akhir tahun
anggaran berkenaan disampaikan paling lambat pada
hari kerja terakhir bulan tersebut.

Laporan pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat informasi rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas, dan dilampiri:

(3

buku pencrimaan;
b. register STS: dan
c. bukti pencrimaan yang sah dan lengkap.
Atas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat Kevuangan melakukan verifikasi
kebenaran laporan pertangsungpiawaban keuangan.

(4)

Jika disetujui hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Pemimpin BLUD mengesahkan Laporan
Pertanggungjawaban tersebut.

(3)

Pasal 74

Bendahara Pengehuaran BLUD wajib
mempertangeungiawabkan pengelolaan keuangan BLUD
yang menjadi kewenangannya, meliputi:
a. pertangeungiawaban pengounaan UP/GU; dan
b. pertanggungjawaban bulanan,
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan
langkah-langkah:

(2)

& mengumpulkan bukti yang sah atas belanja yang
ménggunakan wang persediaan termasuk bukti
pendukunge lain yang sah;
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b, berdasarkan bukti tersebut kemudian direkapitulasi
belanja ke dalam laporan pertanggungjawaban UP
sesuai dengan program dan kegiatannya masing-
masing;, dan

c. laporan pertanggungjawaban UP tersebut menjadi
lampiran pengajuan Surat PPD GU.

Pasal 75

Pertangeungiawaban bulanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada
Pemimpin BLUD paling jambat tanggal 5 bulan
berikutnya.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa SPJ yang menggambarkan jumlah anggaran,
realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan
per kegiatan, yang dilampiri:
a. buku kas urmum pengeluaran; dan
b. laporan penutupan kas.

Langkah-langkah pembuatan dan penyampaian SPJ
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, yaitu:
a, Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan laporan

penutupan kas.
b. Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan rekapitulasi
jurlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan
buku kas umum (BEU) dan buku pembantu buku kas
umum (BKU} lainnya serta khususnya buku pembantu
Fincian objek untuk mendapatkan nilai belanja per
rincian objek.

c. berdasarkan rekapitulasi, bendahara pengeluaran
BLUD membuat SPJ atas pengelolaan uang yang
menjadi tangeungiawabnya.

d.dokumen SPJ beserta buku kas umum (BKU}
pengeluaran dan laporan penutupan kas kemudian
diberikan ke Pejabat Keuangan untuk diverifikasi,

e, setelah mendapat verifikasi dan diterima, Pemimpin
BLUD mengesahkan laperan tersebut.

Bagian Kedua
Pertangrungjawaban Keuangan di

Tingkat SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(2)

Posal 76

Pemimpin BLUD menyusun dan menandatangani laporan(1
realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
BLUD setiap bulan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
surat pernyatsaan tanggung jawab [SPTJ}) yang
ditandatangani cleh Pemimpin BLUD.
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(2)

(3}
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Berdasarkan laporan dan surat pernyataan tangegung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2),
Kepala Perangkat Daerah terkait menerbitkan Surat
Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan (SP3BP) untuk disampaikan kepada PPKD.

(3)

PPKD melekukan pengesahan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} dengan menerbitkan Surat
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
{(SP2RP}.

Pasal 77

Laporan keuangan BLUD terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran (LRA);
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
co. neraca;
d. laporan operasional (LO},
e. laporan arus Kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan (CaLk).
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan
diatur lebih lanjut pada Peraturan Gubernur tentang
Kebijakan Akuntansi Pernerintah Daerah dan Peraturan
Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan
Umum Dacrah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi
pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Pasal 75

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat {1} huruf a menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit LRA,
pembiayaan, dan sisa lebith/kurang pembiayaan
angearan yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannys dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldc Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam pasal 77 ayat {1} huruf b menyajikan
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)
huruf c, menvajikan posisi kcuangan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 ayat (1) bhuruf d, menyajikan informasi jumlah
pendapatan dan beban, surplus atau defisit BLUD selama
satu periode.
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Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1) huruf e, menyajikan informasi kas berkaitan
dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas
pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan
saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas selama periode tertentu.

(3

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f, menyajikan informas1
ekuitas BLUD pada periode tertentu.

CaLK sebagaimana dimaksucd dalam Pasal 77 ayat {1}
hunaif g, berisi penjelasan naratif dari angka yang tertera
dalam laporan kcuangan.

Bagian Ketiga
Konsclidasi Laporan Kcuangan dan Reviu

(1)

(2)

(3)

Pasal 79

Laporan Keuangan BLUD dikensolidasikan ke dalam
laporan keuangan Perangkat Daerah terkait, untuk
selanjutnya dikonsolidasikan ke dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan BLUD dikonsolidasikan ke dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Tata cara penyusunan, penyampatan dan Konsolidasi
laporan keuangan BLUD berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenal penyusunan
dan pcnyampaian Laporan Keviangan Pemerintah
Daerah.

Pasal 80

Dalam rangka pembinaan kezangan BLUD, laporan keuangan
BLUD disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Gubernur
melalui Kepala Perangkat Daerah terkait kemudian kepada
PPKD selaku pembina keuangan BLUD.

(1}

(2)

(3)

(4)

Pasal 61

Pemimpin BLUD menyusun itaperan keuangan
semesteran dan tahunan.
Untuk memperoleh keyakinan terbatas atas Iualitas
laporan keuangan tahunan yang disajikan olch BLUD
sclaku entitas pelaporan, dilakukan reviu atas laporan
keuangan BLUD.
Reviu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh Inspektorat Dacrah.
Laporan keuatigan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} disertai dengan laporan kinerja paling lama 2
(dua) bulan sctelah periede peluporan berakhir, setelah
dilakukan reviu oleh Inspektorat.
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(3)
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(5)
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Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD
tahunan.

Pasal 82

Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit untuk bulanan

berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit untuk semeésteran

berupa Lapeoran Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan

CaLk.
Setiap tahun, Pemimpin BLUD wajib menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laperan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan CaLK
disertai laperan kinerja kepada PPKD untuk
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah
Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode
pclaporan berakhir, dan setelah dilakukan reviu oleh

Inspektoral.
Untuk penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
terkait, BLUD menyerahkan laporan keuangan
UPTBK/UPT.
Format Laporan Keuangan BLUD diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi
Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Ketentuan Format Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah melipuli:
a.

b,

f.

Format RBA;
Format mekanisme perubahan RBA karena penggunaan
ambang batas;
Format RBA dan DBA untuk penganggaran penggunaan
BiLPA tahun sebelumnya;

c.

Format surat PPD Pejabat Keuangan [PPD PK], register
surat PPD Pejabat Keuangan (PPD PK} dan surat OPD-PK;

d.

Format pelaksanaan anggaran dan penatausahaan
keuangan BLUD; dan
Format pertangeungjawaban;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pj. GUBERNUR RMU,

RAUDMAN HADI

Diundangkan di Pekenbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DALRAH PROVINS! RIAU,

5. FAWSARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR:

Salinan Sesuai Dengan adeTAH p PALA BIRO HUKI|

HARMADI, SH
Pembina (IV/a)
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